
GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNI'R LAMPUNG

TENTANG

PEMBENTT'KAN TIM PEICILAI POLA PEI{GELOLAAT KEUANGAIT BADAN
LAYAIYAIY I'MUM DATRAII DI LITGKT'IIGAIT PEMERINTAH

PROVTIISI LAUPIITG TAIIT'N 2024

GUBERITUR LAMPUITIG,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Iayanan Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
Lampung tentang Pembentukan Tim Penilai Pola Pengelolaan
Keuangan Badan layanan Umum Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi ta.mpung Tahun 2024;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahurt 2022 tentang Cipta Keq'a Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tenlang Standar
Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.OS|2020 tentang
Pedoman Pengelolaal Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Daerah Provinsi I-ampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah provinsi
Lampung;
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9. Peraturan Daerah provinsi Lampung Nomor
tentang Anggaran pendapatan dan Belanja
Lampung Tahun 2024;
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10. Peraturan Gubernur la.mpung Nomor 2O Tahun 2023
Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

11. Peraturan Gubernur lampung Nomor 54 Tahun 2023
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Lampung Tahun Anggaran 2O24;

MEHUTUSXAIS:

tentang
dengan

tentang
Provinsi

I|EPIrIUSAIT GT'BERITI'R TETTAIIG PEUBEI|TI'NAI{ TIil
PEMLAI POI,A PEITGELOI.AAX XTUAITGAI| BADAI| LITYAI|AN
UUUU DAIRAII DI LIIIGKTII|GAIT PEUERIITTNT PROVITSI
L/\UPI,IIG TAHUIT 2024.

Membentuk Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan
layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum dalam l,ampiran I Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. menilai permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
b. menilai permohonan pencabutan penerapan Badan Layanan

Umum Daerah yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
c. menyampaikan hasil penilaian permohonan penerapan dan

pencabutan Badan Layanan Umum Daerah ke Gubemur sebagai
bahan pertimbangan penetapan atau penolakan dan pencabutan
penerapan Badan L,ayanan Umum Daerah;

d. melakukan pembinaan berupa sosialisasi, supervisi, bimbingan
teknis dan asistensi penerapan Badan Layanan Umum
Daerah; dan

e. berkoordinasi dan melaporkan penerapan dan pencabutan
Badan t ayanan Umum Daerah kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim yang
berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi la.mpung dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai
berikut:
a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan

penerapan Badan Layanan Umum Daerah mencakup syarat
substantif, syarat teknis, dan syarat administratif, serta
dokumen permohonan pencabutan Badan Layanan Umum
Daerah dari Kepala Perangkat Daerah;

b. membuat tanda terima penyampaian dokumen permohonan
penerapan dan pencabutan Badan Layanan Umum Daerah;

c. melakukan pengarsipan terhadap dokumen permohonan
penerapan Badan l.ayanal Umum Daerah sebagai bahan
penilaian Tim;

d. menyiapkan, menyampaikan surat undangan rapat penilaian
permohonan penerapan dan pencabutan Badan t ayanan Umum
Daerah kepada anggota Tim serta mendistribusikan bahan/
materi penilaian;

e. mencatat jalannya rapat penilaiaa permohonal penerapan dan
pencabutan Badan Layanan Umum Daerah serta menyiapkan
Berita Acara rapat;
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f. menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang Penetapan
Penerapan dan Pencabutan Badan Layanan Umum Daerah;

g. menyampaikan Keputusan Gubernur tentang penerapan dan
pencabutan Badan l,ayanan Umum Daerah kepada pimpinan
DPRD;

h. menyiapkan bahan / materi koordinasi dan laporan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan
Daerah;

i. menyusun jadwal pelaksanaan sosialisasi, supervisi, bimbingan
teknis dan asistensi kepada Perangkat Daerah yang menerapkan
Badan Layanan Umum Daerah; dan

j. menyiapkan bahan / materi sosialisasi, supervisi, bimbingan
teknis dan asistensi serta laporan pelaksanaannya.

Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium perorang,
perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2O24 sarnpat dengan
bulan Desembr 2024 dengan berpedoman kepada Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tenteirrg Standar Harga Satuan
Regional sebagaimana tel,ah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan
bertanggungiawab kepada Gubernur Lampung.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam
Kegiatan Evaluasi dan Penilaian Kine{a Penerapan PPK-BLUD
pada OPD dengan Kode Rekenin g 4.O2.4.02.O l'0 I .20.05.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 3 -/- 2024

GI'BERITT'R I.AUPI'IIG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan provinsi t^ampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Iampung di Bandar l^ampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi l-ampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan
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SUST,NAN PERSOI{ALIA TIM PETTILAI P'OLA PEIfGELOLAAIY KEUANGAIT BADAIT
I,AYAI|AI| I'UUU DAERAH DI LII|GKIIITGAIT PEMERII{TAII

PROVII|SI LIIUPT']IG TAIIIIIT 2024

LAMPUNG
/HKl2024

2024

Gubernur lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

Asisten Administrasi Umum Selrretaris Daerah
Provinsi l,ampung.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung.

1. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi
Lampung.

2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi lampung.

3. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi lampung.

4. Kepala Bagran Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
la.mpung.

5. Rita Anita, S.Sos (Analis Kebijakan Ahli Madya Biro
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung).

6. Ikistian, S.IP.,M.E (Fungsional Analis Kebdakan Ahli
Muda Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi La.mpung).

7. Dr. Muhtadi, S.H.,M.H (Akademisi Fakultas Hukum
Universitas t ampung).

GT'BERNUR LAIUPUNG,

ARJNAL DJUNNDI

T-AMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBPRNUR
NoMoR tcl uF tv1.o2
TANGGAL: 1-t-

I.

II.

IIt.

Pengarah

Ketua

Wakil Ketua

IV. Sekretaris

V. Anggota



LAMPIRAN II : I(EPUTUSAN GUSERNUR LAMPUNG
NOMOR :Gl l/ lvt.OzlHKl2024
TANGGAL: J - l- 2024

SUSUNAN PERSOITALIA SEXRETARIAT TIU PEITII.AI POLA PEITGELOLAAIT
KEUANGAN BADAIT I..AYAI{AX UUT'M DAERATI DI LIITGKUI{GAN PEMERINTAH

PROVIilSI L/IUPT'ITG TAT{I'Iil 20.24

I. Ketua Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi t ampung.

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

l. Kepala Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan
Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi l.ampung.

2. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan
Layanan Umum Daerah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

3. Iswindarika Fera Purnama, S.IP.,M.M (Analis
Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung).

4. Dina Marliasari, S.E.,M.M (Analis Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

5. Nadya Febiyanti, S.E.,M.M (Analis Keuangan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung).

6. Lia Sari, S.E (Pengelola Keuangan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung).

7. Farina Oktari K (Administrasi Keuangan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung).

II. Wakil Ketua

III. Anggota

GUBERI{UR LAMPUNG,
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ARINAL DJUNNDI


